
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 12 TAHUN 2010 

TENTANG 
 

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, SERTA PENDIDIKAN 
DAN PELATIHAN KEHUTANAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Undang- 
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, perlu 
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penelitian dan 
Pengembangan, serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan. 

 
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
 

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  3888),  sebagaimana  telah   diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang 
Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999  tentang 
Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412). 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENELITIAN DAN 

PENGEMBANGAN, SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 
KEHUTANAN. 
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BAB I KETENTUAN 
UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 

 

1. Penelitian dan pengembangan kehutanan yang 
selanjutnya disebut litbang kehutanan adalah kegiatan 
yang mencakup  penelitian dan pengembangan 
kehutanan  untuk  mendukung  pembangunan 
kehutanan. 

2. Penelitian  adalah  kegiatan  yang  dilakukan  menurut 
kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk 
memperoleh  informasi, data,  dan  keterangan yang 
berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian 
kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau 
hipotesis  di  bidang  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi 
serta menarik kesimpulan ilmiahbagi  keperluan 
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

3. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan 
teknologi  yang  bertujuan  memanfaatkan  kaidah  dan 
teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti 
kebenarannya  untuk  meningkatkan  fungsi,  manfaat, 
dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah 
ada, atau menghasilkan teknologi baru. 

4. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang 
digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis 
dengan menggunakan  pendekatan tertentu  yang 
dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat 
kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk 
menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala 
kemasyarakatan tertentu. 

5. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau 
produk yang    dihasilkan   dari  penerapan atau 
pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang 
menghasilkan nilai  bagi pemenuhan kebutuhan, 
kelangsungan,  dan peningkatan mutu  kehidupan 
manusia. 

6. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kehutanan 
Kementerian yang  selanjutnya disebut Badan Litbang 
Kehutanan Kementerian  adalah lembaga yang 
mengurusi penelitian dan pengembangan kehutanan. 
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7. Lembaga penelitian dan pengembangan kehutanan yang 
selanjutnya disebut lembaga litbang adalah lembaga 
yang melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau 
pengembangan di bidang kehutanan. 

8. Pendidikan dan pelatihan kehutanan yang selanjutnya 
disebut  diklat kehutanan adalah proses 
penyelenggaraan pembelajaran dalam rangka membina 
sikap  dan  perilaku,  serta  meningkatkan  kemampuan 
dan ketrampilan pegawai kehutanan dan sumber daya 
manusia kehutanan  lainnya menuju sumber  daya 
manusia kehutanan yang profesional dan berakhlak 
mulia. 

9. Lembaga pendidikan  dan pelatihan  kehutanan 
Kementerian yang selanjutnya  disebut Pusat   Diklat 
Kementerian  adalah instansi    Pemerintah sebagai 
penyelenggara diklat kehutanan. 

10.  Lembaga  pendidikan dan pelatihan kehutanan 
pemerintah provinsi yang selanjutnya disebut lembaga 
diklat pemerintah provinsi adalah instansi pemerintah 
provinsi sebagai penyelenggara  diklat kehutanan di 
wilayah provinsi. 

11.  Lembaga  pendidikan dan   pelatihan  kehutanan 
pemerintah kabupeten/kota yang selanjutnya disebut 
lembaga diklat  pemerintah kabupeten/kota  adalah 
instansi   pemerintah   kabupten/kota   sebagai 
penyelenggara diklat  kehutanan di  wilayah 
kabupten/kota. 

12.  Badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan 
usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta. 

13.  Hak Kekayaan Intelektual, yang selanjutnya disebut HKI 
adalah hak memperoleh perlindungan secara hukum 
atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

14.  Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang kehutanan. 

 
Pasal 2 

 

(1) Untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan teknologi 
serta meningkatkan kualitas sumber  daya manusia 
dibidang pengurusan hutan diselenggarakan: 
a. penelitian dan pengembangan kehutanan; 
b. pendidikan dan pelatihan kehutanan; dan 
c. penyuluhan kehutanan. 

(2) Ketentuan . . . 
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(2) Ketentuan mengenai  penyelenggaraan penyuluhan 
kehutanan  diatur dalam peraturan  perundang- 
undangan tersendiri. 

 
Pasal 3 

 

(1) Penyelenggaraan litbang kehutanan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a bertujuan 
untuk meningkatkan kemampuan pengurusan hutan 
dalam  mewujudkan  pengelolaan  hutan  secara  lestari 
dan peningkatan nilai tambah hasil hutan. 

(2) Penyelenggaraan diklat kehutanan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b bertujuan 
untuk: 
a. membentuk sumber daya manusia kehutanan yang 

profesional dan mampu menguasai, memanfaatkan 
serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi dalam pengurusan hutan secara adil dan 
lestari, didasari iman dan taqwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa; 

b. mewujudkan sumber daya manusia kehutanan yang 
kompeten dan bekerja secara efektif, efisien serta 
mampu berperan sebagai pemandu, pendorong, dan 
pembaharu dalam pembangunan kehutanan yang 
berkelanjutan; 

c.  menumbuhkan  sumber  daya  manusia  kehutanan 
yang berakhlak mulia serta memiliki sikap, perilaku 
dan semangat pengabdian, pelayanan, pengayoman, 
dan pemberdayaan masyarakat kehutanan. 

 
 

BAB II 
PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

 

Bagian Kesatu 
Umum 

 

Pasal 4 
 

(1) Litbang kehutanan diselenggarakan oleh Menteri dan 
lembaga litbang nonkementerian. 

(2) Menteri dalam menyelenggarakan litbang kehutanan 
membentuk Badan Litbang Kehutanan Kementerian. 

(3)  Lembaga  litbang nonkementerian sebagaimana 
dimaksud pada ayat  (1) dalam menyelenggarakan 
litbang kehutanan berkoordinasi dengan Badan Litbang 
Kementerian. 

Pasal 5 . . . 
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Pasal 5 
 

(1) Selain oleh Badan Litbang Kehutanan Kementerian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), litbang 
kehutanan dapat diselenggarakan oleh: 
a. pemerintah provinsi; 
b. pemerintah kabupaten/kota; 
c.  perguruan tinggi; 
d. dunia usaha; dan 
e.  masyarakat. 

(2) Dunia  usaha  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) 
huruf d dalam menyelenggarakan litbang kehutanan 
dapat membentuk unit litbang kehutanan. 

 
 

Pasal 6 
 

Penyelenggaraan litbang kehutanan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 meliputi: 
a. perencanaan; 
b. pelaksanaan; dan 
c.  evaluasi. 

 

Bagian Kedua 
Perencanaan Litbang Kehutanan 

 
Pasal 7 

 
(1) Perencanaan litbang kehutanan sebagaimana dimaksud 

dalam  Pasal  6  huruf  a  disusun  dengan  berpedoman 
pada Rencana Kehutanan Tingkat Nasional dan rencana 
litbang kehutanan nasional. 

(2) Rencana  Kehutanan  Tingkat  Nasional dan rencana 
litbang kehutanan nasional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Menteri. 

 
Pasal 8 

 
Perencanaan litbang kehutanan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal  6 huruf a  disusun secara terpadu yang 
melibatkan  berbagai  disiplin   keilmuan  dengan 
memperhatikan: 
a. kelestarian sumber daya hutan; 
b. kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan; 
c.  daya saing tinggi di bidang ekonomi; dan 
d. teknologi di bidang kehutanan. 

Pasal 9 . . . 
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